PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2010

TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme agar lebih efektif dalam
penanggulangan terorisme dan radikalisme, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan

Terorisme;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang ...



Menetapkan
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4439);

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

Pasall ...
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun

2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 39

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 39

Sekretaris Utama dan Deputi adalah jabatan struktural
eselon l.a.

Direktur, Kepala Biro dan Inspektur adalah jabatan
struktural eselon Il.a.

Kepala Subdirektorat dan Kepala Bagian adalah jabatan
struktural eselon IIl.a.

Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan
struktural eselon IV.a.

2. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 40

berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

Pasal 40
Kepala BNPT diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Kepala BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri.

Kepala BNPT diberikan hak keuangan, administrasi dan
fasilitas lainnya setingkat Menteri.

Pasal Il ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4 -
Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam = Lembaran Negara  Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 30

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

MANUSIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Administrasi,

Djadmiko



